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ABSTRACT

This article examines cross-cultural political communication in the
postcolonial digital era by comparing the construction, circulation, and
interpretation of political messages in three multicultural democracies:
Indonesia, India, and Nigeria. Employing Critical Discourse Analysis
(CDA) and digital ethnography, the study explores how colonial
legacies, digital media infrastructures, and culturally embedded
narratives intersect in shaping political identities and public discourse.
Digital platforms function as contested arenas where populist,
nationalist, and religious narratives are reproduced, negotiated, and
resisted simultaneously.

The findings identify three key patterns. First, political actors
strategically reappropriate cultural and historical symbols to construct
legitimacy. Second, algorithm-driven digital environments intensify
political polarization by reinforcing echo chambers. Third, hybrid
political languages emerge through ongoing negotiations between
global media norms and local cultural frameworks. Methodologically,
the research adopts a comparative and interpretive approach, analyzing
political discourse on Twitter/X, Facebook, and YouTube,
complemented by digital ethnographic observations of public
interactions and narrative circulation.

The study contributes to intercultural communication theory by
proposing an integrated analytical framework that combines
postcolonial critique, media ecology, and political semiotics.
Practically, it highlights the importance of developing culturally
sensitive, inclusive, and non-polarizing digital public spaces,
particularly in transitional democracies where identity politics and
algorithmic amplification play a central role in shaping political
engagement.

Keywords: Cross-cultural Communication; Digital Politics;
Postcolonial Discourse

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji komunikasi politik lintas budaya di era digital
pascakolonial dengan membandingkan konstruksi, sirkulasi, dan
penafsiran pesan politik di tiga demokrasi multikultural: Indonesia,
India, dan Nigeria. Melalui kombinasi Analisis Wacana Kritis (Critical
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Discourse Analysis/CDA) dan etnografi digital, penelitian ini
menganalisis keterkaitan antara warisan kolonial, infrastruktur media
digital, dan narasi budaya dalam membentuk identitas politik serta
wacana publik. Platform digital dipahami sebagai arena kontestasi
tempat narasi populis, nasionalis, dan keagamaan direproduksi,
dinegosiasikan, sekaligus ditantang. Hasil penelitian menunjukkan tiga
pola utama. Pertama, aktor politik secara strategis mereapropriasi
simbol budaya dan sejarah untuk membangun legitimasi politik. Kedua,
lingkungan digital berbasis algoritme memperkuat polarisasi melalui
pembentukan ruang gema. Ketiga, muncul bahasa politik hibrida
sebagai hasil negosiasi antara norma media global dan kerangka
budaya lokal. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan
pendekatan komparatif dan interpretatif dengan menganalisis wacana
politik di Twitter/X, Facebook, dan YouTube, serta dilengkapi
observasi etnografi digital terhadap interaksi publik dan peredaran
narasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori
komunikasi antarbudaya melalui pengajuan kerangka integratif yang
memadukan kritik pascakolonial, ekologi media, dan semiotika politik.
Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan
ruang publik digital yang sensitif budaya, inklusif, dan tidak
memperkuat  polarisasi, khususnya dalam konteks demokrasi
transisional yang dipengaruhi politik identitas dan amplifikasi
algoritmik.

Kata Kunci: Komunikasi Lintas Budaya; Politik Digital;, Wacana
Pascakolonial
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PENDAHULUAN

Di era globalisasi digital, komunikasi politik melampaui batas nasional dan semakin
berkelindan dengan identitas budaya, sejarah pascakolonial, serta mediasi algoritmik.
Negara-negara pascakolonial seperti Indonesia, India, dan Nigeria menghadapi tantangan
unik dalam membangun narasi politik yang mampu beresonansi dengan audiens yang
heterogen sambil tetap menavigasi warisan kolonial dan fragmentasi sosial budaya yang
masih membekas. Dalam konteks Indonesia, tingginya penetrasi internet mencapai
80,66% dengan lebih dari 180 juta pengguna media sosial (APJII 2024; DataReportal
2025) membuat kampanye politik digital semakin intens, terutama pada Pemilu 2024
yang ditandai oleh peningkatan disinformasi dan polarisasi identitas. Di India, dengan
lebih dari 806 juta pengguna internet dan ekosistem kampanye digital yang sangat
terorganisir oleh tim IT partai-partai besar, komunikasi politik kerap didominasi oleh
retorika Hindutva serta penggunaan influencer politik sebagai aktor kunci dalam
mobilisasi publik. Sementara itu, Nigeria sebagai negara dengan populasi muda yang
sangat aktif di ruang digital 107 juta pengguna internet dan 38,7 juta pengguna media
sosial mengalami dinamika komunikasi politik yang ditandai oleh mobilisasi akar
rumput, sebagaimana terlihat pada gerakan #EndSARS, namun juga dihadapkan pada
tantangan serius berupa hoaks, rendahnya literasi digital, dan polarisasi berbasis etnis.

Penelitian terbaru menggarisbawahi dampak transformatif platform digital dalam
membentuk wacana politik lintas budaya (Boulianne & Theocharis, 2020; Esser &
Strombéck, 2022). Namun, hanya sedikit yang telah dilakukan untuk menyelidiki
bagaimana ruang digital ini dimanfaatkan oleh aktor politik dalam masyarakat
pascakolonial multikultural, dan bagaimana audiens menafsirkan pesan-pesan ini dalam
kerangka kerja khusus budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan itu.

Berkaitan dengan ruang digital yang dimanfaatkan oleh aktor politik memlaui
media digital mengalami perkembangan yang pesat. Data perkembangannya pada ketiga
negara dapat terlihat pada table Statistik Digital dan media sosial yang berikut:

Tabel 2. Statistik Digital & Media Sosial (Potensi Komunikasi Politik)

Negara Populasi | Pengguna | Penetrasi | Pengguna | Penetrasi | Sumber
(2025) Internet Internet Media Media
Sosial Sosial
Indonesia | +284.4 229,4 juta | 80,66% + 180 juta | +62,9% APIJII 2024;
juta DataReportal
2025
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India + 1,46 806 juta 55,3% +49] juta | £33,7% DataReportal
miliar India 2025
Nigeria + 235 107 juta 45,4% + 38,7 juta | £16,4% DataReportal
juta Nigeria 2025

Bidang komunikasi politik lintas budaya yang berkembang telah menggarisbawahi
pentingnya mempertimbangkan konteks sosiohistoris, linguistik, dan ideologis dalam
memahami bagaimana pesan politik dibingkai dan diterima di berbagai budaya. Para ahli
bidang media politik seperti Esser dan Strombédck (2022) dan Chadwick et al. (2021)
menekankan hibriditas komunikasi politik modern, di mana logika media massa
tradisional bersinggungan dengan logika digital yang dibentuk oleh algoritme,
interaktivitas, dan personalisasi.

Konteks Lensa teoretis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
media pascakolonial, yang menyoroti bagaimana relasi kuasa berakar sejarah kolonial
terus membentuk praktik dan wacana media kontemporer (Khiabany, 2020; Couldry &
Mejias, 2021). Dalam konteks ini, negara-negara pascakolonial seperti Indonesia, India,
dan Nigeria memperlihatkan keunikan pola komunikasi politik yang dipengaruhi oleh
kombinasi nilai-nilai budaya lokal, dinamika identitas, serta penetrasi media digital yang
terus meningkat. Di Indonesia, misalnya, pola komunikasi politik didominasi oleh isu
identitas dan agama, dengan penggunaan simbol-simbol Pancasila dan nilai keislaman
dalam kampanye digital, diperkuat oleh tingginya penetrasi internet sebesar 80,66% serta
180 juta pengguna media sosial (APJII 2024; DataReportal 2025). India menunjukkan
pola berbeda dengan kampanye politik digital berskala masif dan multibahasa; lebih dari
806 juta pengguna internet dan struktur tim IT partai politik yang sangat terorganisasi
menjadikan komunikasi politik berbasis algoritme dan retorika Hindutva sebagai strategi
dominan. Sementara itu, Nigeria memiliki pola komunikasi politik yang dipengaruhi oleh
dinamika etnis dan gerakan digital akar rumput, seperti terlihat pada mobilisasi
#EndSARS yang memanfaatkan 38,7 juta pengguna media sosial untuk membangun
tekanan politik terhadap negara. Ketiga konteks tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai
pribumi, memori kolonial, serta alat media digital saling bersinggungan dalam ruang
ideologis yang diperebutkan, membentuk konfigurasi komunikasi politik yang khas di
masing-masing negara. Keunikan pola komunikasi dimaksud terilihat dalam tabel

perbandingan yang Berikut :
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Tabel 3. Perbandingan Keunikan Pola Komunikasi Politik

Negara Keunikan Utama Komunikasi Politik
Indonesia | Hybrid (online + offline), berbasis budaya / komunitas lokal, banyak
simbolisme dan dramatisasi politik, politik identitas kuat.

India Kampanye digital multibahasa & masif, partai dengan tim IT terorganisir,

aktor digital & influencer sangat dominan, kampanye langsung ke pemilih

tanpa filter media tradisional.

Nigeria Digitalisasi kampanye & mobilisasi (media sosial + multimedia), aktivisme

online & gerakan sosial, interaksi langsung antara politisi dan publik,

penggunaan media tradisional + media digital, serta mobilisasi generasi muda.
Sumber : Rangkuman dari media sosial.

Untaian penting lainnya adalah penggunaan analisis wacana kritis (CDA) untuk
menginterogasi retorika politik dalam lingkungan multikultural. CDA, seperti yang
digunakan oleh Farkas dan Bene (2021), mengungkapkan makna laten yang tertanam
dalam pesan politik yang mereproduksi atau menolak struktur kekuasaan dominan.
Dalam pengaturan lintas budaya, wacana politik tidak hanya informatif tetapi juga
performatif, membangun identitas kolektif dan melegitimasi otoritas.

Sementara media digital menghadirkan peluang untuk partisipasi inklusif
(Boulianne, 2020), penelitian juga mengungkapkan bahwa ruang gema dan bias
algoritmik dapat memperburuk perpecahan budaya (Howard & Hussain, 2021). Di
Indonesia, misalnya, Lim (2020) menunjukkan bagaimana narasi etnis dan agama
dikerahkan secara strategis untuk mengkonsolidasikan sentimen populis. Demikian pula,
Jamil dan Appiah-Adjei (2022) mencatat bahwa di Ghana dan Pakistan, nuansa budaya
sangat memengaruhi gaya keterlibatan politisi dan persepsi audiens. Sementara media
digital menghadirkan peluang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif (Boulianne,
2020), berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang gema dan bias algoritmik justru
dapat memperdalam perpecahan budaya dalam masyarakat multikultural (Howard &
Hussain, 2021). Di Indonesia, Lim (2020) memperlihatkan bagaimana narasi etnis dan
agama digunakan secara strategis oleh aktor politik untuk mengkonsolidasikan sentimen
populis dan membangun polarisasi identitas. Penelitian lain oleh Habib (2023) juga
menunjukkan bahwa budaya politik digital Indonesia sangat dipengaruhi oleh simbolisme
keagamaan dan representasi etnonasionalisme dalam kampanye online. Di India, studi
oleh Kim dan Chen (2021) mengungkap bagaimana konteks multibahasa dan hierarki
sosial historis berperan besar dalam membentuk cara warga menafsirkan pesan politik

digital, dengan algoritme platform memperkuat segmentasi identitas berbasis kasta,
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agama, dan bahasa. Selain itu, Postill (2022) menyoroti bahwa kampanye politik India
sangat bergantung pada aktivisme digital berbasis komunitas, di mana narasi budaya
Hindu dan simbol-simbol nasionalisme menjadi instrumen politik yang dominan.
Sementara itu, di Nigeria, Jamil dan Appiah-Adjei (2022) mencatat bahwa konteks
budaya dan struktur etnis sangat memengaruhi gaya komunikasi politisi serta persepsi
audiens, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai arena mobilisasi politik.
Penelitian oleh Wekesa (2020) juga menegaskan bahwa komunikasi politik Nigeria tidak
dapat dipisahkan dari dinamika etnolinguistik dan sejarah kolonial yang membentuk
ketimpangan representasi dalam media digital. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa
nuansa budaya di Indonesia, India, dan Nigeria memainkan peran sentral dalam
menentukan bagaimana pesan politik dibentuk, ditafsirkan, dan direproduksi dalam ruang
digital pascakolonial. Tinjauan literatur ini menginformasikan studi ini dengan
menempatkannya dalam dialog interdisipliner antara komunikasi politik, studi budaya,
dan teori pascakolonial. Ini membenarkan analisis komparatif wacana politik di
Indonesia, India, dan Nigeria untuk mengungkap bagaimana makna yang didasarkan pada
budaya muncul di ruang publik digital.

Artikel ini secara kritis mengkaji bagaimana komunikasi politik diartikulasikan dan
diterima di seluruh Indonesia, India, dan Nigeria dengan menganalisis konten digital dan
narasi budaya yang disebarluaskan di platform media sosial. Studi ini berusaha
menjawab: Bagaimana pesan politik digital dibangun dalam konteks sosial budaya dan
sejarah masyarakat pascakolonial? Bagaimana platform digital memperkuat atau
membatasi pemahaman antarbudaya dalam wacana politik? Dan peran apa yang
dimainkan identitas budaya dalam membentuk interpretasi pesan politik di negara-negara
ini? Tujuan dalam Melakukan Studi masalah ini adalah untuk mengetahui Polarisasi

Politik di Era Digital dalam Perspektif Sosiokultural dan Postkolonial.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi desain penelitian kualitatif komparatif dengan
mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) dan
etnografi digital untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi politik diartikulasikan
dalam konteks budaya pascakolonial. Pemilihan Indonesia, India, dan Nigeria didasarkan

pada karakteristik ketiganya sebagai demokrasi multikultural pascakolonial yang
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memperlihatkan dinamika politisasi identitas, kontestasi nilai budaya, serta penggunaan
media digital yang semakin menonjol dalam kampanye politik kontemporer. Mengikuti
kerangka kerja Fairclough (2013), CDA digunakan untuk menelaah bahasa, visual,
simbol politik, dan struktur naratif yang beredar melalui media digital sebagai cara
mengungkap ideologi dan relasi kuasa yang tertanam dalam wacana politik. Pendekatan
ini memungkinkan penelitian memahami bagaimana makna budaya dibangun,
dipertahankan, dinegosiasikan, atau ditantang di ruang publik digital.

Periode analisis 2022-2024 dipilih karena mencakup momen politik penting yang
memicu peningkatan produksi wacana digital di ketiga negara, yaitu Pemilu Indonesia
2024, Pemilu Nasional India 2024, dan Pemilu Presiden Nigeria 2023. Peristiwa-
peristiwa ini tidak hanya meningkatkan intensitas kampanye digital tetapi juga
memperluas diskursus identitas budaya, agama, etnis, dan nasionalisme yang menjadi
fokus penelitian. Data penelitian dikumpulkan dari materi komunikasi politik yang
disebarkan melalui Facebook, Twitter/X, YouTube, dan Instagram, termasuk video
kampanye, meme politik, pidato, manifesto partai, dan komentar publik. Seleksi data
dilakukan berdasarkan relevansi isu, tingkat viralitas, serta resonansi budaya untuk
memastikan bahwa materi yang dianalisis merefleksikan pola wacana yang signifikan
dalam konteks politik digital masing-masing negara.

Untuk memperkuat analisis CDA, penelitian ini juga menerapkan etnografi digital
sebagai pendekatan pelengkap. Proses ini melibatkan observasi berulang dan perendaman
dalam komunitas, percakapan, serta forum digital yang berorientasi politik, terutama
ruang-ruang diskusi di mana identitas budaya dan politik dinegosiasikan secara eksplisit.
Interaksi pengguna didokumentasikan melalui catatan lapangan dan tangkapan layar
selama periode penelitian, dengan tetap mempertimbangkan etika penggunaan data
publik dan menjaga anonimitas pengguna. Analisis data dilakukan melalui tahap
pengkodean tematik dan interpretatif menggunakan perangkat lunak NVivo untuk
mengorganisasikan tema diskursif, simbol budaya, dan motif ideologis yang muncul
dalam wacana digital. Selanjutnya, triangulasi antarnegara dan antarplatform dilakukan
untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi yang
dihasilkan mencerminkan kompleksitas konteks politik dan budaya di Indonesia, India,

dan Nigeria sebagai representasi negara pascakolonial.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik digital di
Indonesia, India, dan Nigeria dibentuk oleh interaksi kompleks antara warisan kolonial,
identitas budaya, dan infrastruktur media digital. Melalui Analisis Wacana Kritis dan
etnografi digital, penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital pascakolonial menjadi
arena utama pembentukan, negosiasi, dan perebutan identitas politik. Pesan politik tidak
hanya dikonstruksi secara teknologis, tetapi juga berakar kuat pada memori kolektif,
simbol budaya, dan sejarah kolonial masing-masing negara.

Temuan pertama menunjukkan bahwa aktor politik di ketiga negara secara strategis
mereapropriasi simbol budaya dan agama untuk membangun legitimasi dan memobilisasi
dukungan. Di Indonesia, simbol Pancasila, Islam, dan identitas Nusantara disebarluaskan
melalui meme dan video pendek; di India, mitologi Hindu dipadukan dengan retorika
modernisasi dalam narasi Hindutva; sementara di Nigeria, simbol etnis, pepatah lokal,
dan identitas etnolinguistik menjadi perangkat persuasi utama. Reapropriasi simbol ini
menegaskan bahwa komunikasi politik pascakolonial tidak dapat dilepaskan dari konteks
budaya dan memori historis. Temuan kedua memperlihatkan bahwa platform digital
berfungsi sebagai arena kontestasi identitas politik. Tagar seperti #ReformasiDikorupsi,
#FarmersProtest, dan #EndSARS merepresentasikan perlawanan politik berbasis budaya,
namun sekaligus memperlihatkan penguatan ruang gema akibat algoritme platform.
Polarisasi tidak semata-mata bersumber dari teknologi, tetapi juga diperkuat oleh sejarah
panjang politik identitas di ketiga negara. Temuan ketiga mengungkap munculnya bahasa
politik hibrida sebagai ciri khas komunikasi pascakolonial. Politisi memadukan bahasa
formal, bahasa lokal, slang digital, dan code-switching untuk menjembatani identitas
lokal dengan norma demokrasi modern. Hibriditas linguistik ini berfungsi sebagai strategi
politik untuk membangun kedekatan sekaligus mempertahankan otoritas, mencerminkan
ketegangan antara epistemologi Barat dan nilai-nilai pribumi.

Temuan terakhir menunjukkan bahwa politisasi tradisi dan visual budaya
memainkan peran sentral dalam komunikasi politik digital. Pakaian adat, simbol ritual,
dan representasi visual leluhur digunakan untuk memperkuat legitimasi dan loyalitas
kelompok. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik

digital di negara pascakolonial menuntut kompetensi antarbudaya yang tinggi, baik bagi
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komunikator politik maupun warga negara, guna mendorong dialog yang lebih inklusif

dan mengurangi polarisasi identitas di ruang publik digital.

Tabel 4. Perbandingan Komunikasi Politik di Tiga Negara

Aspek Indonesia India Nigeria
Analisis

Simbol Pancasila, [slam, adat | Mitologi  Hindu, | Identitas  etnis &

politik Hindutva pepatah tradisional

dominan

Bentuk Nasionalisme vs agama | Nasionalisme Etnisitas sebagai basis

kontestasi Hindu vs | politik

identitas pluralisme

Bahasa Formal + gaul + Jawa | Inggris—Hindi— Inggris—Pidgin—

politik bahasa daerah bahasa etnis

Wacana Pakaian adat, simbol | Deva imagery, | Motif etnis

visual keagamaan ritual Hindu Yoruba/lgbo/Hausa

Narasi #ReformasiDikorupsi | #FarmersProtest #EndSARS

digital akar

rumput

Pola Agama & identitas Agama, kasta, | Etnis &

polarisasi nasionalisme ketidaksetaraan
politik

Secara keseluruhan, komparasi antara Indonesia, India, dan Nigeria menunjukkan
bahwa praktik komunikasi politik digital di negara-negara pascakolonial tidak hanya
dibentuk oleh dinamika teknologi, tetapi juga oleh sejarah kolonial, konfigurasi identitas
budaya, serta struktur sosial yang membingkai cara warga menafsirkan pesan politik.
Tabel di atas memperjelas bahwa meskipun ketiga negara menghadapi tantangan serupa
terkait polarisasi identitas dan amplifikasi algoritmik, masing-masing memiliki pola
komunikasi politik yang khas sesuai konteks budaya dan politiknya. Perbedaan-
perbedaan ini menegaskan pentingnya pendekatan analitis yang peka budaya dalam
memahami wacana politik digital. Selain itu, temuan ini memperkuat urgensi
pengembangan kompetensi antarbudaya—baik bagi komunikator politik maupun warga

negara guna mendorong dialog publik yang lebih inklusif, meminimalkan eskalasi konflik

identitas, dan memperluas kapasitas demokrasi di era digital pascakolonial.
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Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa praktik komunikasi politik digital di
Indonesia, India, dan Nigeria tidak dapat dilepaskan dari konteks pascakolonial yang
membentuk relasi antara simbol budaya, identitas kolektif, dan teknologi media. Dalam
perspektif postcolonial studies, ruang digital berfungsi sebagai arena tempat memori
kolonial dan epistemologi lokal dinegosiasikan kembali melalui praktik komunikasi
politik. Temuan ini menunjukkan bahwa pesan politik tidak hanya diproduksi melalui
mekanisme teknologi, tetapi juga melalui proses artikulasi identitas yang berakar pada
sejarah dan pengalaman kolektif masyarakat pascakolonial. Temuan tersebut sejalan
dengan Sinambela, Hendrarini, dan Marpaung (2024) yang menegaskan bahwa
penguatan identitas budaya melalui komunikasi partisipatif berperan penting dalam
membangun kesadaran kolektif, yang dalam konteks politik digital termanifestasi melalui
reproduksi simbol budaya oleh pendukung politik di ruang digital.

Reapropriasi simbol budaya dan agama dalam pesan politik dapat dipahami
melalui kerangka political semiotics, di mana simbol berfungsi sebagai penanda ideologis
yang memadatkan makna sejarah, moralitas, dan legitimasi kekuasaan. Temuan mengenai
penggunaan simbol Pancasila, Islam, dan identitas Nusantara di Indonesia; mitologi
Hindu dalam narasi Hindutva di India; serta simbol etnis dan pepatah lokal di Nigeria
menunjukkan bahwa simbol budaya tidak lagi bersifat representasional, melainkan
operasional dalam membangun otoritas politik. Hal ini selaras dengan temuan Sinambela
et al. (2024) yang menegaskan bahwa simbol budaya memperoleh kekuatan politis ketika
dimaknai secara partisipatif dan kontekstual. Temuan ini diperkuat oleh wawancara
dengan Juwono yang menyatakan bahwa simbol budaya di Indonesia mengalami
reinterpretasi digital dan berfungsi sebagai alat politik, serta oleh Ghazali dan Syaifuddin
yang menegaskan peran strategis simbol visual dan etnolinguistik dalam mobilisasi
politik di India dan Nigeria.

Dari perspektif media ecology, platform digital membentuk lingkungan
komunikasi yang memengaruhi cara simbol dan identitas diproduksi, disirkulasikan, dan
ditafsirkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tagar politik seperti
#ReformasiDikorupsi, #FarmersProtest, dan #EndSARS tidak hanya berfungsi sebagai
alat mobilisasi, tetapi juga membentuk ruang diskursif yang semakin homogen.

Fenomena ini menguatkan temuan Putera (2019) yang menyatakan bahwa proses
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komunikasi lintas budaya sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan komunikasi
tempat interaksi berlangsung. Wawancara dengan Juwono dan Ghazali mempertegas
bahwa media sosial beroperasi sebagai arena kontestasi identitas, di mana algoritme
platform memperkuat sentimen emosional dan eksklusivisme, sehingga pembentukan
ruang gema tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga historis dan ideologis.

Hibriditas bahasa politik yang ditemukan di ketiga negara memperlihatkan
ketegangan pascakolonial antara bahasa kolonial, bahasa nasional, dan bahasa lokal.
Dalam kerangka postcolonial studies, praktik alih kode mencerminkan negosiasi antara
otoritas modern dan kedekatan kultural. Temuan ini selaras dengan Putera (2019) yang
menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya menuntut adaptasi linguistik untuk
menjembatani perbedaan latar sosial dan identitas. Wawancara dengan Syaifuddin
memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa formal dan
pidgin di Nigeria merupakan strategi untuk menggabungkan legitimasi institusional
dengan kedekatan emosional, sementara praktik serupa di Indonesia dan India
menunjukkan fungsi bahasa hibrida sebagai strategi politik lintas kelas dan generasi.

Politisasi tradisi dan dominasi wacana visual dalam kampanye digital
memperkuat argumen political semiotics bahwa makna politik semakin dibangun melalui
simbol visual dan afeksi kolektif. Temuan mengenai penggunaan pakaian adat, simbol
ritual, dan motif leluhur di Indonesia, India, dan Nigeria menunjukkan bahwa visual
budaya menjadi sarana efektif dalam membangun legitimasi dan loyalitas kelompok. Hal
ini beresonansi dengan Nuhaula (2022) yang menegaskan bahwa komunikasi
antarbudaya sangat bergantung pada pemahaman simbol dan makna kultural dalam
mengelola relasi sosial. Pernyataan Ghazali mengenai kuatnya daya persuasif visual
budaya mempertegas bahwa estetika visual bukan sekadar ornamen kampanye,
melainkan instrumen politik yang memperkuat batas identitas antar kelompok.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa komunikasi politik
digital di negara pascakolonial harus dipahami melalui integrasi postcolonial studies,
political semiotics, dan media ecology. Sejalan dengan Sinambela et al. (2024), Putera
(2019), dan Nuhaula (2022), temuan penelitian ini menekankan pentingnya kompetensi
antarbudaya dalam merancang dan menafsirkan pesan politik. Tanpa pemahaman yang

mendalam terhadap simbol, bahasa, dan lingkungan media, komunikasi politik digital
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berisiko memperkuat polarisasi identitas alih-alih membangun dialog publik yang

inklusif dan reflektif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik digital di Indonesia, India,
dan Nigeria merupakan praktik diskursif pascakolonial yang dibentuk oleh interaksi
antara warisan kolonial, identitas budaya, dan ekologi media digital. Melalui Analisis
Wacana Kritis dan etnografi digital, penelitian ini menunjukkan bahwa ruang digital
berfungsi sebagai arena utama pembentukan, negosiasi, dan perebutan identitas politik.
Pesan politik tidak hanya dikonstruksi melalui teknologi komunikasi, tetapi juga berakar
kuat pada memori kolektif, simbol budaya, dan pengalaman historis yang membentuk
cara masyarakat menafsirkan wacana politik di masing-masing negara.

Simpulan berikutnya menegaskan bahwa aktor politik di ketiga negara secara
strategis mereapropriasi simbol budaya, agama, dan tradisi visual untuk membangun
legitimasi dan memobilisasi dukungan politik. Reapropriasi simbol tersebut, yang
diwujudkan melalui meme, tagar, bahasa politik hibrida, dan visual budaya,
memperlihatkan bahwa komunikasi politik pascakolonial beroperasi melalui mekanisme
semiotik yang kompleks. Pada saat yang sama, algoritme platform digital memperkuat
polarisasi identitas dengan menciptakan ruang gema yang membatasi dialog lintas
kelompok. Dengan demikian, polarisasi politik tidak semata-mata merupakan
konsekuensi teknologi, melainkan hasil dari pertemuan antara sejarah politik identitas dan
struktur ekologi media digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan teoritik
yang mengintegrasikan postcolonial studies, political semiotics, dan media ecology
dalam memahami komunikasi politik digital di masyarakat multikultural. Temuan ini
memiliki implikasi penting bagi pengembangan kompetensi antarbudaya, baik bagi
komunikator politik maupun warga negara, guna mendorong literasi budaya dan literasi
digital yang lebih kritis. Tanpa pemahaman mendalam terhadap simbol, bahasa, dan
konteks media, komunikasi politik digital berpotensi memperkuat fragmentasi identitas
alih-alih memperluas dialog publik yang inklusif dan memperkuat kualitas demokrasi di

era digital pascakolonial.
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